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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu

perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan

negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting

dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelengaraan

pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah

yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.

Peran sektor pajak sebagai penerimaan negara meningkat dari tahun ke

tahun, Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak yang signifikan seperti

tabel berikut ini:
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 490 988  658 701  619 922  723 307  873 874 1 016 237 1 192 994

 470 052  622 359  601 252  694 392  819 752  968 293 1 134 289

 238 431  327 498  317 615  357 045  431 122  513 650  584 890

 154 527  209 647  193 067  230 605  277 800  336 057  423 708

 23 724  25 354  24 270  28 581  29 893  29 687  27 344

 5 953  5 573  6 465  8 026 -1 - -

 44 679  51 252  56 719  66 166  77 010  83 267  92 004

 2 738  3 035  3 116  3 969  3 928  5 632  6 343

 20 936  36 342  18 670  28 915  54 122  47 944  58 705

 16 699  22 764  18 105  20 017  25 266  24 738  27 003

 4 237  13 578   565  8 898  28 856  23 206  31 702

 215 120  320 604  227 174  268 942  331 472  341 143  332 196

 132 893  224 463  138 959  168 825  213 823  217 159  197 205

 23 223  29 088  26 050  30 097  28 184  30 777  33 500

 56 873  63 319  53 796  59 429  69 361  72 799  77 992

 2 131  3 734  8 369  10 591  20 104  20 408  23 499

 706 108  979 305  847 096  992 249 1 205 346 1 357 380 1 525 190

     Penerimaan Bukan Pajak Lainnya

     Pendapatan Badan Layanan Umum

      Cukai

      Pajak Lainnya

     Bea Masuk

     Pajak Ekspor

     Penerimaan Sumber Daya Alam

     Bagian laba BUMN

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013

Sumber Penerimaan 2007 1) 2008 1) 2009 1) 2010 1) 2011 1) 2012 2) 2013 3)

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Bukan Pajak

           Pajak Dalam Negeri

           Pajak Perdagangan Internasional

      Pajak Penghasilan

      Pajak Pertambahan Nilai

      Pajak Bumi dan Bangunan

      Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

Tabel 1.1
Tabel Realsisasi Penerimaan Negara Tahun 2007 - 2013

2) APBN-P

3) APBN

Sumber : Departemen Keuangan

Jumlah / Total

Catatan: : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

1) LKPP

Dari Tabel 1.1, penerimaan negara sektor pajak tetap menjadi tumpuan

utama pemerintah. setiap tahun porsi penerimaan pajak jauh diatas penerimaan

negara bukan pajak dan kecenderungan jumlahnya semakin meningkat dari

tahun ke tahun .tingkat pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak

meningkat rata-rata 11 % setiap tahun. Untuk tahun 2011 penerimaan negara

sektor pajak sudah mencapai 75% dari keseluruhan penerimaan negara, hal ini
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merupakan penegasan sikap pemerintah yang tetap memprioritaskan

penerimaan sektor pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara berdasarkan Undang- Undang APBN

terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan

Hibah. Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah

diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui

upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya pendapatan dalam

negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber

pendanaan program-program pembangunan. Sebagai kontributor utama bagi

penerimaan dalam negeri dalam tahun 2010, Kebijakan pendapatan negara dan

hibah tetap diarahkan untuk optimalisasi penerimaan dalam negeri. Di bidang

perpajakan, selain melakukan kebijakan yang bersifat reguler seperti reformasi

di bidang administrasi, peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta

penggalian potensi, antara lain dilakukan melalui peningkatan efisiensi

pemeriksaan dan penagihan pajak. Di bidang PNBP kebijakan yang dilakukan

Pemerintah untuk mengamankan target PNBP tahun 2010 adalah optimalisai

penerimaan SDA terutama dari migas, peningkatan kinerja BUMN, serta

optimalisasi PNBP kemeterian/lembaga (K/L).

Dalam rangka mencapai target penerimaan negara, Pemerintah

menjalankan berbagai kebijakan dalam bidang perpajakan dan PNBP. Pokok-

pokok kebijakan perpajakan secara umum adalah melanjutkan dan

mempertajam kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya. Di bidang perpajakan,

Kebijakan antara lain akan difokuskan pada (1) penggalian potensi
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perpajakan; (2) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (3) penyempurnaan

mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (4)

peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (5)

perbaikan sistem informasi dan; (6) konsistensipelaksanaan cukai hasil

tembakau. Di bidang PNBP, kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target

adalah (1) optimalisasi lifting/produksi minyak mentah dan gas bumi, serta

komoditi tambang dan mineral guna mendukung pencapaian penerimaan

SDA; (2) penyesuaian pay-outratio deviden dari laba BUMN; (3)

penyelesaian audit keuangan BUMN secara lebih awal guna memantau

perkembangan rugi/laba BUMN; (4) penarikan deviden interimdengan tetap

memperhatikan cash flow BUMN; (5) intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP

dan (6) perbaikan administrasi pelaporan kementerian/lembaga.

Pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan yang cukup

signifikan, selain faktor kestabilan ekonomi dan penerapan berbagai kebijakan

di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor pendukung tingginya realisasi

penerimaan dalam negeri.

Meskipun jumlah penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar,

tetapi jika dibandingkan dengan Negara – Negara lain, penerimaan pajak di

Indonesia masih belum optimal. Salah satu cara yang umum digunakan untuk

mengetahui peranan pajak dalam sebuah Negara adalah dengan melihat

besaran rasio pajak (tax ratio) Negara tersebut. Tax ratio atau rasio

penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional.
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Tax ratio menunjukan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari

setiap rupiah pendapatan nasional. Kenaikan tax ratio dapat diartikan

keberhasilan dalam proses pemungutan pajak. Namun dalam pelaksanaan

peningkatan tax rasio terdapat kendala utama yaitu kepatuhan Wajib Pajak

(tax compliance).

Perkembangan tax ratio Indonesia tahun 2009-2012 berkisar antara

11,0 persen-12,3 persen. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan

tax ratio tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang

dipungut oleh Pemerintah pusat, tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan

Sumber Daya Alam (SDA) migas. Perhitungan tax ratio di Indonesia berbeda

dengan perhitungan negara-negara lain sehingga terlihat lebih rendah. Ada

tiga alternative di dalam mengukur tax ratio. Pertama tax ratio diukur dari

penerimaan pajak pusat saja terhadap PDB, kedua tax ratio diukur dari

penerimaan pajak pusat ditambah dengan pajak daerah terhadap PDB, dan

yang ketiga tax ratio diukur dari penerimaan pajak pusat ditambah pajak

daerah dan di tambah penerimaan dari sumber daya alam (SDA). Jika

penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukan dalam perhitungan tax

ratio, maka tax ratio Indonesia tahun 2009-2012 menjadi lebih tinggi, taitu

berkisar antara 14,1 persen-15,8 persen. Perhitungan tax ratio yang

memasukan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan tax ratio

dalam arti yang lebih luas. Perkembangan tax ratio dimaksud dapat dilihat

pada tabel berikut:



6

Penerimaan Perpajakan (1) 619.9 723.3 873.9 1,021.8
SDA Migas (2) 125.8 152.7 193.5 201.1
Penerimaan Pajak Daerah (3) 45.1 47.7 63.6 81.6
PDB (4) 5,613.4 6,422.2 7,427.1 8,274.0

Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4 11.0% 11.3% 11.8% 12.3%

Tax Ratio (arti luas) = (1+2+3) : 4 14.1% 14.4% 15.2% 15.8%

2012

Tabel 1.2
Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2012

(triliun Rupiah)

2009 2010 2011

Tax ratio(arti luas) Indonesia tahun 2013 adalah 15.8 %; jika

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pada tahun yang sama seperti

Brunei 44%; Malaysia 22.4%; Singapore 15.9%; Thailand 20%; dan

Philippine 14.7%, makatax ratio Indonesia sudah setingkat dengan Singapore,

lebih tinggi dari Philippines tetapi lebih rendah dari Thailand, Malaysia dan

Brunei. (The World Fact Book, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa pajak yang diandalkan

sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional, ternyata

masih perlu ditingkatkan.Tax ratio Indonesia masih dibawah Negara-negara

tetangga apalagi dibandingkan dengan Brunei. Hal ini menunjukkan bahwa

walau telah dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak patuh membayar pajak,

kepatuhan wajib pajak masih rendah.
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Penerimaan pajak tertinggi masih didominasi oleh Pajak Penghasilan

(PPh), kemudian disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai,

berkaitan dengan hal ini meskipun secara tersurat di ketahui perusahaanlah

yang membayar pajak kepada negara, tetapi sesungguhnya perusahaan

hanyalah semacam perantara dalam pembayaran pajak. Pada kenyataannya

jumlah pajak yang dibayar ke negara tersebut menjadi beban berbagai pihak

yang berkepentingan, seperti pemegang saham, konsumen, karyawan atau

kombinasi ketiganya.

Dengan meningkatnya rencanapenerimaan sektor pajak, seharusnya

masalah yang berkenaan dengan pajak perlu mendapat perhatian khusus,

terutama mengenai prinsip pengenaan pajak seperti keadilan, peranan pajak

dalam pengaturan kebijakan ekonomi, pengaturan penataan pajak dan

sebagainya. Dari sisi penerimaan negara, pajak adalah primadona penerimaan

negara yang paling potensial. Penerimaan sektor pajak terdiri dari penerimaan

dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya yang selanjutnya digunakan oleh

negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan

umum bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pajak bagi negara sebagai

sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

negara atau yang lebih dikenal sebagai fungsi budgeter. Pajak merupakan

kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya,

yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat

itu sendiri. Di lain pihak, tidak boleh dilupakan pajak merupakan bentuk
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tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah letak pentingnya pajak bagi

masyarakat, dalam kedudukan mereka sebagai wajib pajak.

Talcott Parsons (1960) mengatakan ada empat persyaratan mutlak
yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi, keempat
persyaratan itu disebut AGIL, AGIL adalah singkatan dari Adaption,
Goal, Integration, Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka
masyarakat harus menjalankan fungsi – fungsi tersebut, yakni:
a. Adaptasi (Adaption): supaya masyarakat bisa bertahan dia harus

mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan
menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.

b. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment): sebuah sistem harus mampu
menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan – tujuan
yang telah dirumuskan itu.

c. Integrasi (Integration): masyarakat harus mengatur hubungan di
antara komponen – komponen nya supaya dia bisa berfungsi secara
maksimal.

d. Latency atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada: setiap
masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui
baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang
menciptakan dan mempertahankan motivasi – motivasi itu.

Pada dasarnya baik wajib pajak maupun otoritas pajak menghendaki

tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap semua ketentuan perpajakan. Tetapi

hal ini seringkali terkendala dengan persepsi wajib pajak terhadap manfaat

yang dapat diperoleh melalui pembayaran pajak. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI, 2013), patuh adalah suka menurut perintah, taat

pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan

berdisiplin. Dalam hal kepatuhan membayar pajak, tingkat kepatuhan

pelaporan SPT tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut:
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7,137,023 10,682,099 15,911,576

6,341,828 9,996,620 14,101,933

2,097,849 5,413,114 8,202,309

33.08% 54.15% 58.16%

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Melaporkan SPT

Wajib Pajak yang wajib

Prosentase Rasio Kepatuhan

Sumber

2008 2009 2010

Oleh Direktorat Jenderal Pajak

: Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak RI, 2013

Jumlah SPT yang diterima

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2008-2010

Keterangan

Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat maka

perlu suatu upaya pemaksaan yang legal. Legalitas dalam hal ini adalah

dengan menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa

undang-undang pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan tidak sah.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk menjaring wajib pajak baru melalui

sensus pajak dengan melakukan penyisiran di perumahan-perumahan elit,

pasar induk maupun menggunakan data yang diperoleh melalui pihak lain

seperti notaris, dealer mobil institusi perpajakan dan sebagainya, selain itu

pemerintah juga bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kepatuhan
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perpajakan, baik pelaporan SPT maupun kepatuhan dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan.

Ernawati dan Purnomosidhi (2011) dalam penelitiannya mendapatkan

bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap

niat untuk berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan sunset policy

tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Salah satu variabel

bebas norma subyektif ternyata tidak berpengaruh pada perilaku kepatuhan

membayar pajak.

Riyanto (2012) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas

jumlah account representative dan jumlah pemeriksaan sebagai penjabaran

penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak, menyimpulkan

bahwa jumlah account representative dan jumlah pemeriksaan berpengaruh

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cahyonowati (2011) dalam penelitiannya dengan salah satu variabel

bebasnya adalah moral wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

menyatakan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari

motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor ekstemal yaitu oleh

besarnya denda pajak.

Wijito (2012) dalam penelitiannya tentang hubungan efektivitas

pemungutan pajak dan rasio pajak menyatakan bahwa kinerja pemungutan

pajak yang diukur dengan tax ratio pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: adanya kesadaran
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dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu

komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung

maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Kantor Pajak

Daerah serta law enforcement. Kedua, penggalian potensi pajak. Penggalian

potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi

pajak. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

efektifitas pemungutan pajak dengan tax ratio, dengan tingkat hubungan

sedang (besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 50,2). Tingkat hubungan

koefisien korelasi sebesar 50,2 (sedang) menunjukkan bahwa faktor diluar

efektifitas pemungutan pajak juga cukup besar mempengaruhi tax ratio,

seperti pembentukan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, kepercayaan terhadap

sistim perpajakan, serta manfaat yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dibidang kepatuhan

pajakmerupakan solusi yang terbaik, baik bagi wajib pajak maupun otoritas

pajak. Di satu sisi wajib pajak menginginkan prinsip kesederhanaan dan tidak

ingin dirugikan secara financial, disisi lain otoritas pajak berkepentingan

untuk mengamankan penerimaan negara.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Wahyu Santoso (2008) adalah bahwa wajib

pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan,
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investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik

hukum maupun administrasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, penelitian ini

dilakukan dengan judul “Pengaruh Norma Sosial Masyarakat, Penegakan

Hukum, dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

Empiris pada Manajer Perpajakan pada Perusahaan Agro yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui terdapat banyak

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor tersebut

bisa jadi berkaitan antara satu dengan lainnya, baik yang menjadi domain

otoritas pajak maupun domain wajib pajak. Dengan latar belakang masalah

tersebut, berikut identifikasi masalahnya:

1. Kinerja pemungutan pajak yang diukur dengan tax ratiodipengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

2. Sikap dan kontrol perilakuterhadap penegakan hukum mempengaruhi

kepatuhan pajak.

3. Normasosial subyektif masyarakat dan sunset policy tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan pajak.

4. Account representative dan jumlah pemeriksaan berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Moral wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
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6. Budaya dalam komunitas mempengaruhi kesadaran dalam membayar

pajak.

7. Pelayanan oleh Kantor Pajak Daerah serta law enforcement

mempengaruhi kepatuhan pajak.

C. Ruang Lingkup

Sehubungan subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan

kepatuhan perpajakan cukup luas, peneliti memandang perlu untuk melakukan

pembatasan dalam permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar

penelitian ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan judul yang diambil

peneliti. Untuk hal-hal yang diluar pembatasan masalah, peneliti

mengharapkan agar dapat diteruskan penelitiannya oleh peneliti-peneliti lain.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang kepatuhan

perpajakan. Dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan teori-teori,

peneliti membatasi ruang lingkup subjek penelitian adalah perusahaan terbuka

sektor industri agro, dengan pertimbangan:

a. Sejauh yang peneliti ketahui sampai saat ini belum ada penelitian

mengenai kepatuhan membayar pajak di perusahaan terbuka sektor

industri agro.

b. Jumlah perusahaan terbuka sektor tersebut cukup banyak sehingga

dapat dianggap mewakili populasi perusahaan terbuka secara

keseluruhan.
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c. Responden adalah petugas public relation (PR) atau yang ditunjuk

oleh perusahaan untuk menjawab kuesioner yang diajukan.

Objek penelitian dibatasi pada variabel dependen yaitu kepatuhan

membayar pajak, dan variabel independen terdiri dari norma sosial wajib

pajak, penegakan hukum dan moralwajib pajak.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, peneliti akan mengangkat pokok permasalahan perusahaan

terbuka sektor industri agro sebagai berikut:

a. Apakah norma sosial wajib pajak secara parsialberpengaruh

terhadap kepatuhan membayar pajak

b. Apakah penegakan hukum secara parsialberpengaruh terhadap

kepatuhan membayar pajak

c. Apakahmoral wajib pajak secara parsialberpengaruh terhadap

kepatuhan membayar pajak

d. Apakah norma sosial wajib pajak, penegakan hukum, dan moral

wajib pajak secara bersama-sama berpengaruhterhadap kepatuhan

membayar pajak.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat

diidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Menguji dan mengkaji mengapa norma sosial wajib pajak secara

parsial mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

b. Menguji dan mengkaji mengapa penegakan hukum secara parsial

mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

c. Menguji dan mengkaji mengapa moral wajib pajaksecara parsial

mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

d. Menguji dan mengkaji mengapa norma sosial pajak, penegakan

hukum, dan moral wajib pajak secara bersama-sama

mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, penulisan

tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah khasanah

ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1) Dari segi teoritis tesis ini sebagai bentuk peningkatan

pengetahuan penulis di bidang pajak, khusus nya mengenai

kepatuhan perpajakan.

2) Teori–teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang

mempengaruhi kepatuhan perpajakan.



16

3) Sikap atau respon wajib pajak atas dikeluarkannya suatu

peraturan perpajakan.

4) Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

perpajakan.

5) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti

selanjutnya untuk memperdalam studi mengenai kepatuhan

perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat menggunakan model

penelitian guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

membayar pajak.

2) Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat menyikapi temuan

penelitian yang berkaitan dengan model penelitian.

3) Wajib Pajak dapat terus meningkatkan pengetahuannya

mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar

dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

4) Melalui kepatuhan membayar pajak, penerimaan negara di

sektor perpajakan diharapkan akan meningkat.

5) Wajib Pajak dapat diwakili penelitian ini dalam menjawab

mengapa wajib pajak kurang patuh membayar pajak

F. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Permasalahan;

Identifikasi Masalah;Ruang Lingkup; Perumusan Masalah; Tujuan

dan Manfaat Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi uraian tentang Landasan Teori; Definisi Terminologi;

dan Teori-teori Acuan yang berkaitan dengan penelitian; Hasil

penelitian terdahulu; serta Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai Pemilihan obyek Penelitian; Metode

Penarikan Sampel; Teknik Pengumpulan Data;Teknik Pengolahan

Data; dan Teknik Pengujian Hipoptesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian;

serta Analisis dan Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian mengenai Kesimpulan dan Saran Penelitian.
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